LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 1

TAHUN : 1985 SERI: D NO. 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 04 TAHUN 1982

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Menimbang

DINAS FPARIWISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALIL

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT 1 BALI,

. bahwa Bali telah ditetapkan sebagai pusal pengembangan kepariwi-

salaan Indonesia bagian Tengah sebagaimana termaktub dalam RE.
PELITAIL;

. bahwa sektor kepariwisataan mempakan penghasilan nomor 2 (dua)

hagi daerah Bali setelah sektor pertanian

. bahwa untuk menangani kepariwisataan Pemerintah Daerah Tingkat

I Bali telah membentuk dinas Pardwisata yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Propinsi Bali tanggal 10 Apustus 1971 Nomor ; 2/
PD/DPRGR/1971, namun peraturan Daerah tersebut belum men-
dapatkan pengesahan pejabat vang berwenang berhubung urusan
kepariwisataan belum diserahkan kepada Daerah |

. bahwa oleh Pemerintah telah diserahkan sebagian dari urusan kepari-

wisataan Kepada Daerah Tingkat | Bali berdasarkan FP Nomor 24
tahun 1979 ;

. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan

pasal 4% Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 serta untuk me-
ningkatkan daya guna dan hasil guna dinas Pariwisata Propinsi
Daerah Tingkat I Bali sejalan dengan perkembangan pembangun-



Mengingat

Menetapkan

an, maka dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas Pari-
wisata Propinsi Dacrah Tingkat [ Bali.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe-
merintahan di Daerab (Lembaran Negara Tahun 1374 Nomor
38, tambahan Lembaran Negara Nomaor @ 3037)

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Da.
erah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (L.N. tahun 1958 Nomor : 115; T L.N. Nomor : 1649) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang penyerah-
an sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisataan ke-
pada Daerah Tingkat [ (L.N. Tahun 1979 Nomor : 34; T.L.N. No-
mor 3144) ;

4, Insiruiksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 se bapai
pedoman dalam pelaksanaan kebijaksanaan Pemeriniah dalam mem-
hina pengembangan kepariwisataan Nasional ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomar 362 Tahun 1977 tentang
Pala Organisasi Permerintah Daerah dan Wilayah.

6. Keputusan Menteri Dalam Neperi Nomor 363 Tahun 1977 tentang
Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah :

7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor KM, 202/HK.205/Phb, Nomor 208 Tahun 1972 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1979,

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1 Bali.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGEAT 1 BALI
TENTANG PEMBENTUEAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PARIWISATA PROPINS]I DAERAH TINGEAT I
BaLI !

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :
a, g;l??mur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
b. Dewan Perwakilan Rakvat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Ball ;



¢, Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat |
Bali ;

d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Ting-
kat I Bali ;

e. Cabang Dhnas adalah Cabang Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Ting-
kat I Bali yang meliputi satu atau beberapa Kabupaten ;

[. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai Unsur penunjang
vang melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.

BAB 11
PEMBENTUKAN DINAS
Pasal 2

Diinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali yang sudah dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomaor 2/PDJDPRGR{1971 diatur kem-
bali pembentukannya dengan Peraturan Daerah ini.

BEAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

(1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat [ Bali dalam bidang Kepariwisataan,

{2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur Kepala Dae-
rah.

Pasal 4
Dinas Pariwisata mempunyai tugas :

a. melaksanakan urusan rumah tanpgga Daerah dalam bidang kepariwi-
satzan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1979 :

1. Urusan obyek wisata, sepanjang menurt peraturan perundang.
undangan yang bherlaku atau vang akan berlaku tidak menjadi
urusan Pemerintah Pusat ¢

Urusan Pramuwisata ;

Urusan Losmen ;

Urusan Penginapan Remaja ;

Urusan Pondok Wisata :

Urusan Perkemahan ¢

Urusan Rumah Makan ;

Urusan Bar ;

Urusan Mandala Wisata ;

Urusan Usaha Kawasan Pariwisata ;
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b.

11.  Urusan Ilekreasi dan Hiburan Umum ;
12, Urusan Promeosi Pariwisata Daerah |

melaksanakan Urusan tugas pembantuan (serla tantra) yang diserah-
kan oleh Gubernur Kepala Daerah Kepadanya,

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tupas tersebut dalam pasal 4, Dinas Pariwi-
sata mempunyai fungsi ;

perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian himbingan dan pem-
binaan, pemberian perijinan dengan dasar Kebijaksanaan yang di-
tetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesual dengan Peraturan Per-
undang-undangan yvang berlakn :

. pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan per-

aturan perundang-undangan vang berlaku ;

pengamanan dan pengendalian teknis alas pelaksanaan lugas pokok-
nya sesual denpan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur
Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;

. penpumpulan data, pengadaan penelitian dan penganalisaan data se-

bagai bahan perencanaan pengembangan kepariwisataan di Daerah
Bali.

BAR IV
SUSUNAN DORGANISASI
Pasal &
Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdin dari :
Kepala Dinas;
. Bagian Tata Usaha ;
Sub-sub Dinas ;
. Cabang Dinas ;
. Unit-unil Pelaksana Teknis Dinas,

h
.
d
e

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari ¢

b,
(8
d
@

(1)

Sub, Bagian Umum
Sub, Bagian Kepegawalan ;
Sub. Bagian Keuangan ;

. Sub, Bagian Perlengkapan ;
. Sub. Bagian Efisiensi & Tata Laksana.

Pasal 8
Sub-sub Dinas dimaksud dalam pasal § adalah ;



(2)

(3

(4}

(5

(€)

(1)

(2)

Sub. Dinas Pemasaran ;

Sub, Dinas Bina Pelayvanan Industri Pariwisata ;

Sub. Dinas Bina Obyek Wisata ;

Sub. Dinas Perencanaan, Penelitian & Pengembangan ;
Suhb. Dinas Pendidikan & Latihan.

pERAEPR

Sub. Dinas Pemasaran terdiri dari :

a. Seksi Promosi, Publikasi & Produksi ;

b. Seksi Hubungan Antara Daerah, Lembaga & Masyarakat ;
c. Seks Dala & Analisa Data.

Suh. Dinas Bina Pelayanan Industr Pariwisata terdiri dari :
a. Seksi Akomodasi ;

b, Seksi Bar/Rumah Makan ;

¢. Seksi Pramuwisata/ Anpkutan Wisata.

Sub. Dinas Bina Obyek Wisata terdiri dari

a. Scksi Obyek Wisata/Mandala Wisata ;
b. Seksi Kawasan Wisata/Rekreasi Umum |
e, Seksi Wisata Khusus,

Sub. Dinas Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terdiri

dar :

a. Seksi Penelitian & Evaluasi;

b. Seksi Penyusunan Program-program Pengendalian Pembangun-
an ;

c. Seksi Datla & Statistik.

Sub, Dinas Pendidikan & Latihan terdiri dari :

a. Seksi Bina Program & Pendidikan ;
b, Seksi Penvelenggaraan Pendidikan ;
¢. Seksi Bahan Pelajaran & Dokumentasi.

Pasal 9

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas
ditetapkan dengan Perda sesuai dengan Pedoman yang ditetap-
kan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sambil menunggu ditetapkannya Pedoman Menteri dimaksud
pada ayat (1) maka Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Cabang Dinas buat sementara dapat ditetapkan dengan Ke-
putusan Gubemur Kepala Daerah yang untuk berakunya me-
merlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri.



[ar]

Pasal 1)

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata adalab sebagal termalktub
dalam lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian vang lidak ter-
pisahkan dar Peraturan Daerab ini.

HAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Perlama.
Pasal 11
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan
tugns pokoknyva sesuai dengan kebijaksanaan Gubemur Kepala Dae-

ral dengan memperhatikan  petunjuk-petunjuk teknis dari Menteri
Fariwisala Pos dan Telekomuniliasi.

BAGIAN KEDUA
Bagian Tata Usaha,
Pasal 12
(1) Bagian Tala Usaha mempunyai fugas

a. mengadakan koordingsi, merumuoskan kebijaksanaan umum ;

b, mengadakan pengelolaan wmum, pembinaan dan pengawasan
tevhadap soalsoal personil, dan hubungan karvawan pada
umumnya, keoangan, materiil dan kekavaan uwmum Dinas
Pariwisata ;

c. mengadakan penyusupan, pembinaan dan pengawasan  ter-
hadap vrgenisasi dan prosedur kerja .

d. mengadakan, mendistribusikan dan menyalurkan sepala ke-
butuhan matedil daktam lingkungan Dinas Pariwisata ;

e. mengatur, merumuskan dan membina segala segi hukum pada
penyvusunan kebijaksanaan umum kepariwisataan baik vang
akan diluangkan dalam Keputusan Guhernur Kepala Daerah
mgupun dalam bentuk Peraturan Dacrah |

. menyelenggarakan kesekretariatan dan urusan rumah tangga
Dinas Pariwisata ;

g menyelenggarakan segala kegiatan hobungan masyarakat.,

{2} Bagian Tata Usaha dipimpin oleb seorang Kepala Bagian yang ber-
ada di bawah dan berlapgpung jawab langsung kepada lepala Di-
nas,

Pasal 13
{1) Sub. Bagian Umum mempunyai tugas :
a. membaniy Kepata Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya |



{2}

(H

()

b. menyelenggarakan semua pekerjaan ketata usahaan Dinas
Pariwisata ; y

e, mengurus soal-soal protokoler ;
d, mengurus soal dalam rangka hubungan masyarakal.

Sub. Bagian Kepegawalan mempunyai tugas |
2. membantu Kepala Bagian Tate Usaha di bidanp tugasnyag

b, menyelenggarakan perencanaan administrasi dan me ngendali-
kan karier personil datam lingkungan Dinas Pariwisata |

. menampung persoalan tenaga dalam hubungan dengan leka-
yaan maupun dengan Instansi Pemerintah vang herhubung-
an dengan persoalan jaminan hidup |

n

d. merencanakan, mengkoordinit dan membing segala wrisan
yang berhubungan erat dengan pembinaan Kesejahirman pe-
gawai ;

o, melaksanakan koordinasi dan pengarahan ferbadap ovgan i-
sasi propesi vang telah ditetapkan untuk meneapad elisicnst.
dan rehabilitasi

Sub. Bagian Keuangan mempunyai Lugas

a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang lugasnyi |

b. merencanakan dan menyusun anggaran rulin Dinas Paviwisata ;

¢, menyelenggarakan dan mengawasi keuangan Tinansiil Mana-
gement anggaran rutin Dinas Pariwisata |

d. melakukan finansiil kontrol seeara periodik,

Sub. Bagian Perlengkapan mempunyal tugas
a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang lugasnya ;

b, menyusun daltar reneana kebutuban barang unit dan rencana
tahunan Barang unit sesuai dengan angpgaran vang tersedia
serta dengan perkembangan keadaan |

¢. melaksanakan pengadaan sesuai dengan Rencana Kebutuhan
vang telah tersusun pada huraf b ;

d. melakukan pembuluan penerimaan dan pengeluaran barang
ke dalam buku pembantu dan menginveniarisir harang-barang
milik Dinas Pariwisata |

e, mengurds soal-soal yang bertalian dengan Kerumah Tanggaan
dengan Perkantoran, penyediaan dan pemeliharaan Perumah-
an, Cedung-pedunp Kantor, Mess, Kendaraan Bermotor dan
menvelenggarnkan kegiatan perjalanan dinas ;

f. menyustun rencana penghapusan barang-barang inventaris dan
mengajukan usul kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Sub. Bagian Efisiensi dan Tata Laksana mempunyai tugas :
a, membantu Kepata Bagian Tata Usaha di hidang tugasnya |



(1)

(2)

(1}

b. mengkoordinir pengetikan surat-sural, expedisi, pengiriman
surat dan brosur ;

pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembersihan Kantor dan
lingkungannya ;

d. mengatur pengpunaan alat-alat tulis dan alat-alat Kantor,

e. pengaturan acara keberangkatan kendaraan bermotor ;

. pengawasan ketertiban dan keamanan EKantor,

)

Masing-masing Sub. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub.
PBagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung ke-
pada Kepala Bagian Tata Usaha,

BAGIAN KETIGA
Sub. Dinas Pemasaran,
Pasal 14

Sub. Dinas Pemasaran mempunyai tugas :

a. melakukan usaha-usaha penelitian perencanaan, pemhbinaan,
koordinasi, pengawasan atas segala usaha kegiatan promosi
dan hubungan luar neger ;

b. menyelenggarakan dan mengadakan hubungan dengan per
wakilan-perwakilan asing yang menyangkut bidang kepari-
wisataan ; * .

¢. menyelenggarakan dan mengadakan hubungan dengan organi.
sasi-organisasi Kepariwisataan Internasional ;

d. meneliti kegiatan-kegiatan -bidang kepariwisalaan dan per-
kembangannya.

Sub. Dinas Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub, Dinas
vang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Dinas,

Paszal 15

Seksi Promosl, Publikasi dan Produksi mempunyai tugas :

a. memberikan pengertian dan penerangan mengenai segala. se-
sugtu yang menjadi kebijaksanaan pemerintah di bidang ke-
pariwisataan ;

b. mengatur, mengkoordinir dan menpgawasi segala usaha pro-

mosi, informasi dan marketing sesuai dengan pola pengem-

bangan kepariwisataan dan perencanaan pemasaran khuses-
nya ;

mengadakan dan menyediakan segala bahan-bahan promosi

dan informasi ;

C



(2}

(3}

(4)

(1)

]

d, menerbithan buku-buku petunjuk, folder, majalah, New lotler,
tentang Bali serta penerhitan-penerbilan lainnyva ;

e, menyelenggarakan semua periklanan, pengumuman dan seba-
gainya. '

Seksi Hubungan antara Daerah, Lembaga dan Masyarakal mem-

punyai tugas ;

a. menghubungi instansi-instansi pemerintah baik dalam negeri
maupun luar negeri yang bersapgkot paut denpan bidang ke-
pariwisataan ;

h, menghubungi dan bekerja sama dengan organisasi pariwisata
baik di dalam maupun di luar negeri ;

¢, mengikuti perkembangan oreanisasi kepanwisataan i dalam
maupun di luar negeri,
Seksi Data dan Analisa Data mempunyai tugas ¢

a. mengumpulkan data-data vang  menvangkut pemasaran par-
wisata |

b, mengadakan analisa pemasaran pariwisata
¢. membuat laporan tentang sepala kegiatan  organisasi  pari-
wisata di luar negeri baik pemerintah maupun swasta,

Masing-masing Seksi dipimpin aleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab lanpsung kepada Kepala
Sub. Dinas,

BAGIAN KEEMPAT
Sub, Dinas Bina Pelayanan Industri Paciwisata,
Pasal 16
Suhb, Dinas Bina Pelayanan [ndustr Pariwisata mempunyai lugas .

i, melaksanakan usaba-usaha pembinaan, pengembangan dan
pengawasan seltor-sektor Industri Pariwisata menuju penga-
manan dan suksesnyva Policy-policy Pariwisata Budaya ;

b, melaksanakan Tourism Plan Development dalam ranpgka pem-
binaan Resort Kepariwisataan ;

e. mengadakan kerja sama regional dalam rangka pengembang.
an Industri Kepariwisataan ;

d. meneliti dan mengatur perjinan dan melaksanakan pengawas-
an alas Sarana-sarana Industd Pariwisata ;

o. memberikan asistensi dalam rangka penanaman modal dan
kredil Industri dan sarana Kepariwisalaan ;

[. melaksanakan pembinaan organisasi {Association) di bidang
sarana dan Industri Pariwisata ¢
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(2)

1)

(2)

(3)

g. melaksanakan pembinaan logistik daripada savana, Industy
Pariwisata.

Sub, Dinas Dina Pelavanan Induste Pariwisata dipimpin oleh se-

orang Kepala Sub. Dinas vang berada di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 17
Seksi Akomodasi mempunyai tugas @

a, mengatur pembinaan dan pengembangan bsaha-usaha akomo-
dasi pokok, akomodasi penunjang serta perlengkapan vang ber-
kaitan dengan usaha akomodasi |

b, memberikan asistensi dan bimbingan Industri dalam penanam-

an modal, pengkreditan dan pengadaan logistik (Import dari

dalam negeri) ;

mengadakan pengawasan dan mengatur perijinan atas usaha-

usaha di bidang akomadasi ;

d. menyelengparakan statistik industri parwisata di bidang ako-
modasi |

e

=

. melaksanakan pembinaan orpanisasi (Association) di bidang
akomodasi.

Seksi Bar/Romah Makan mempunyai tugas ;

a. mengatur pemhbinaan dan pengembangan usaha-usaha Bar,
Catering dan Rumah makan serla perlenghapan vang ber.
kaitan dengan usaha Bar, Catering dan Rumah makan ;

b. memberikan  asistensi dan  bimbingan Industri Pariwisata
dalam penanaman modal, pengkreditan dan pengadaan logis-
tik (Import dari dalam negeri) ;

e. mengadakan pengawasan dan mengatur perjinan atas usaha-
usaha di bidang Bar, Catering dan Rumah makan ;

d. menyelenggarakan statistik industri pariwisata di bidang
Bar, Catering dan Rumah makan ;

e, melaksanakan pembinaan organisasi (Association) di bidang
Bar, Catering dan Rumah makan,

Seksi Pramuwisata/ Angkulan Wisata mempunyai tugas ;

a. mengatur pembinaan, pengawasan dan pengembangan usaha.
usaba Pramuwisata dan Anpgkutan Wisata ;

b, memberikan asistensi dan bimbingan dalam usaha Pramuwisata
dan Angkutan Wisata ;

¢. mengadakan pengawasan dan mengatur perijinan atas usaha-
usaha Pramuwisata dan Anghkutan Wisata ;

d. menyelenggarakan statistik dalam usaha Pramuwisata dan
Angkutan Wisata ;



e,

melaksanakan pembinaan organisasi {Association) di bidang
Pramuwisata dan Angkutan Wisata,

(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang ber-
ada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Sub, Dinas.

BAGIAN KELIMA
Sub. Dinas Bina Obyek Wisata.
Pasal 18

1)  Sub. Dinas Bina Obyek Wisata mempunyai bugas :

d.

{2)

melakukan usaha-usaha pengembangan, pembinaan dan penga-
wasan obyek-obyek wisata menuju ke arah suksesnya Pariwi-
sata Budaya ;

. melaksanakan Plan Development dalam rangka pembinaan

Kawasan Pariwisata ;

. melaksanakan pembinaan  kepengawasan  terbadap fasilitas

obyek wisata, kawasan Pariwisata Mandala Wisata serta relre-
asi dan hiburan umum ;

, mengadakan kerja sama regional dalam rangka pengembang:

obyek wisata, kawasan pariwisata, mandala wisata serta re-
kreasi dan hiburan umoam ;

meneliti dan mengatur perijinan atas usaha kawasan pariwi-
sata, rekreasi dan hiburan wmum ;

memberikan asistensi dalam rangka penanaman modal dan
kredit untuk kepentingan obyek wisata, kawasan pariwisata,
Mandala wisata serta rekreasi dan hiburan umum,

Sub, Dinas Bina Obyek Wizata dipimpin olch seorang Kepala
Sub. Dinas vang berada di bawah dan bertanggunp jawah lang-
sung kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

(1)  Seksi Obyek Wisala/Mandala Wisata mempunyai tugas

i.

b.

L

mengadakan pembinaan dan pengembangan ohyek-obyek
wisata dan mandala wisata ;

pengawasan dan pembinaan management obyek-obyek wisata
dan mandala wisata ;

menyelenggarakan statistik obyek wisata dan mandala wisata,

(2} Seksi Kawasan Wisata/Rekreasi Umum mempunyai tugas ;

a.

mengadakan pembinaan dan pengembangan kawasan pariwi-
sata, rekreasi dan hiburan umum ,

b. pengawasan dan pembinaan management kawasan pariwisata,

11
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(3

(4)

rekreasi dan hiburan umum ;

¢, menyelengparakan statistik rekreasi dan hiburan umuom,

Seksi Wisata Khusus mempunyai tugas ¢

a, pembinaan dan pengembangan sarana kepariwisataan pemuda
dan sosial |

b, memberikan bimbingan atas management dan hubungan Kerja
sarma aniara sarana-sarana kepariwisataan khuosus ;

s, pembinaan dan pengembangan home visit ;

d. pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana jalur per-
julanan wisatawan di Bali ;

e, mepyelepgparakan statistik sarana dan kegiatan pariwisala
khusus,

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Suh. Dinas,

BAGIAN KEENAM

Sub. Dinas Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan,

(1)

(2)

(1)

Pasal 20

Sub. Dinas Perencanaan, Penelitian dan Pepgembangan mempu-

nyai tugas :

a. mengumpulkan menganalisa dan mengevaluasi laporan dan
data-data guna bahan perencanaan, pengawasan dan informasi
umum ;

b. menyusun dan menyvampaikan rencana-rencana pembangunan ;

o. menyusun dan menvampaikan rencana-rencana anggaran biaya
pembangunan

d. mengadakan kootdinasi dan integrasi terhadap perencanaan
pada umumnya ;

e. mengadakan/menyelenggarakan pengawasan dan menyampat-
kan laporan terhadap pelaksana daripada rencana vang telah
ditetapkan.

Sub. Dinas Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin
oleh seorang Kepala Sub. Dinas yang berada di bawah dan bet-
tanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas,

Pasal 21

Seksi Penelitian dan Evaluasi mempunyai tugas :

a. memelihara suatu visual display segala rencana, Kemajuan pe-
laksanaan rencana-rencana serta pelaksanaan tugas Dinas Pari-
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wisata pada winumnya ;|

b. meminta dan menerima serta meneliti semua laporan vang ber-
hubungan dengan pelaksanaan suatu rencana ;

c. mengadakan pemeriksaan dan pengawasan seterpat ;

d. membuat laporan mengenai kemajuan pelaksanaan suatu ren-
CAra.

Seksi Penvusunan Program-Program dan Pengendalian Pengem-
hangan mempunyai tupas :

a. mengadakan koordinasi dan integrasi terhadap segala peren.
CANAAn ;

b, menyusun segala rencana pembangunan baik vang menyangkut
fisik maupun non fisik berdasarkan usul-usul dari kabupaten.
Kabupaten se-Dali. Dan berpegangan pada Master Plan Pari-
wisata Bali yang telah ada ;

¢, menyusun rencana anggaran biaya pembangunan Daerah di
bidang Pariwisata ;

d. mengadakan kerja sama dengan instansidnstansi lain untok
kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas :

&, menyimpan semua laporan, informasi-informasi, data-data dan
bahan-bahan lainnya yang bisa menjadi bahan untuk keperlu-
an research, perencanaan dan informasi |

b, mengusahakan data.data dan informasi-informast untuk ke-
perluan perencanaan ;

c. mengadakan analisa dan evaluasi terhadap semua bahan-bahan
untuk menjadikan bahan vang teratur bagi keperluan rescarch,
perencanaan dan informasi &

d. mengadakan kerja sama dengan instansi lain untuk kelancaran
lugas-tugasnya,

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Sub. Dinas.

BAGIAN KETUJUH
Suhb. Dinas Pendidikan dan Latihan.
Pasal 22

Suhb. Dinas Pendidikan dan Latiban mempunyai tugas :

a. menyusun serta mengolah statistik tenaga kerja dalam bidang
kepariwisataan dalam hubungan dengan perencanaan pendidik-
an;

b. menyelenggarakan pendidikan-pendidikan *}:epﬁﬂwi_sataan ber-
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d.

huhung dengan kebuluhan indusld Kepariwisataan ;
membimbing dan mengawasi pendidikan Kepariwisalaan yang
diselenpgarakan oleh Pemerinlah maupun swasta

melakukan koordinasi dan pengawasan alas segala pengirim-
an personil kependidikan khusus kepariwisataan baik di dalam
mauvpun di luar negeri |

. melakukan dan mengkoordinir usaha pendidikan dan pene-

rangan kepariwisataan kepada masyarakat luas dalam rangka
pengarahan pengertian dan sikap Ldan rumah yang baik.

Sub, Dinas Pendidikan dap Latiban dipimpin oleh seorang Kepala
Sub. Dinas yvang berada dan bertangpung jawab langsung kepada
Kepala Dinas,

Pasal 23

Sekst Bina Program dan Pendidikan mempunyai tugas :

a.

b.

menvelenggarakan peningkatan baik kwalitas maupun kwan-
titas kebutuban tenaga Kerja ;

mengadakan Kerja sama dengan lembagadembaga pendidikan
kepariwisataan baik Pemerintali maupun swasta ;

mengadakan penelitian dan  pengawasan terthadap kegiatan
pendidikan di bidang kepariwisataan.

Seksi Penyelenggaraan Pendidikan mempunyai tugas :

.

menyelenggarakan kursus-kursus untuk persiapan tenaga kerja
yvang dibulub kan oleh industri kepariwisataan ;

. mengadakan ceramah-ceramah kepada masyvarakat umum guna

terciptanya suasana yang aman, nyaman, tertib dan nikmat
baik langsung maupun melalui media massa ;

mengadakan ceramah-ceramah periodik dan lerarah Kepada
lapisan pelajar dan mahasiswa.

Seksi Bahan Pelajaran dan Dokumentasi mempunyai (ugas :

i.

C.

mengumpulkan bahan-bahan perpustakaan dan terbitan-ter-
bitan dalam bidang kepariwisataan |

mengadakan konsultasi-konsultasi kepada lembaga-lembaga
pendidikan pemeriniah maupun swasta di bidang kepariwisata-
an sebagai bahan penyusunan pelajaran yang tepatl dan ter-
arah :

mengadakan catatan-catatan untuk bahan laporan,

Masing-masing Seksi dipimpin oleh scorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Suh. DNinas.
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BAB VI
TATA KERJA
Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnyva antara Dinas Pariwisata dan ins-
tansi vertikal yang urusannya sejenis wajib  diselengparakan
atas dasar hubungan fungsional denpan cara sebaik-baiknya,
Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Pariwisala dan Dinas
Daerah Tingkat II wajib diselenggarakan atas dasar hubungan
fungsional dengan cara sebaik-baiknya.

Pasal 25

Kepala Dinas dalam melaksanakan fugasnva wajib nvenerapkan
prinsip  koordinasi, baik dalam lingkungan Dinasnva, maupun
dalam hubungan antara Dinas/Instansi lainnya,

Kepala Dinas melaksanakan tugasnya herdasarkan kebijaksanaan
vang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Dacrah.

Kepala Dinas berkewajiban memberikan pelunjul membimbing
dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembanti dan pelaksana
yang berada dalam lingkungan inasnya,

Bilamana Kepala Dinas memandang perla untuk mengadakan
perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur
Kepala Daerah, maka hal tersebut harus diajukan kepada Guber-
nur Kepala Daerah untuk mendapat Keputusan,

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasijunit kerja vang terdapat da-
lam linghkungan [Ninas Pariwisata bertangpung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan mem-
berikan  bimbingan serta petupjuk-petunjuk  pelaksanaan  bagi
tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasijunit kerja vang terdapat dalam
lingkungan Dinas Pariwisata wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk-petunjuk dan menvampaikan laporan pada waktunya
kepada alasannya.

Setiap laporan yvang diterima oleh pimpinan unit kesatuan organi-
sasl dan bawabhan, diolah dan dipunakan sebagai baban penyusun-
an faporan lebih lanjut.

BAB VI
KEPEGAWAILAN
Pasal 27

Kepata Dinas diangkat dan dibevhentikan oleh Gubernur Kepala
Daerah,



{2) Kepala Bagian, Keppla Sub. [Npas, Kepala Sub. Bagian, '.oonla
Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah
atas usul Kepala Dinas.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas Pariwisata akan
diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku,

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 2%

Keuangan untuk pemibiayaan kegiatan Dinas disediakan dar Angparan
Pendapatan dan Belanjar Dacrah serta Subsidi atau bantuan dari Peme-
rintah Pusat dan Lembaga lain di luar Pemerintabh Daerah yang sal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Hal-hal lain vang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini akan diatur
lehib lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenal pelak-
sanaannya.

Pasal 31.

i1]  Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a, tidak berlaku lagi Surat Kepulusan Gubermur Kepala Daerah
Propinsi Bali tanggal 16 Maret 1970 Nomor 22/Pemb.32/1/d/
T0 jo tanggal 1 April 1970 tentang Pembentukan Dinas Pari-
wisata Daerah Propinsi Bali ;

b. mencabul Peraturan Daerah Propinsi Bali tanggal 10 Agustus
1971 Noamor 2Z/PDNDERD-GR/1971 tentang Pembentukan
Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Bali.

{2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat [ Bali,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Denpasar, 10 Desember 1982,
Finckat Lol Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali,
Kelua,
td.
ttd.
[GUSTI FUTU RAKA, SH. MANTR A
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Disahkan Menteri Dalam Neger dengan Surat Keputusan
Nomor : 061,161 - 1034 tanggal : 20 Desember 1984.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinst Dacrah Tingkat [ Bali
Nomor : 1 tanpgal : 29 Januari Tahun 1985

Sen ¢ I Nemor @ 1,
Sekrelaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

btd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTL
WIP. 010023939,
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FPENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 04 TAHUN 1982

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISAS] DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

LUMUM. _

Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah Tingkal |
Bali telah membentuk [Nnas Pariwisata sebagai vang ditetapkan dengan Kepulusan
Gubernur Kepala Dacrah Propinsi Bali tanggal 16 Maret 1970 Nomor: 22/ Pemb. 23/
LdT0 jo tanggal 1 April 1970 Nomor 22 a/Pemb/32/1.d/70 dan telah mengaturnya
dalam suatu Peraturan Daerah.
MNamun mengingal urusan Kepariwisalaan belum diserahkan kepada Daerah maka
Peraturan Dacrah tersebut tidak dapat disahkan oleh Menteri Dalam Neperi,

Dengan telah diserabkannya sebagian dari urusan Kepariwisalsan oleh Peme-
rintah kepada Propinsi Daerah Tingkat I Bali berdasarkan PP, Nomar 24 Tahun 1979
dan untuk menyelenggarakan urusan-urusan kepariwisataan lersebut secara lebih ber-
daya guna dan berhasil guna, serta berhubung dengan ketentuan pasal 49 Undang-
Undang Nomor & Tahun 1874 vang menyatakan bahwa Pembentukan, Susunan Orga-
nisasl dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Pemben-
tukan Dinas Pariwisata Propinsg Daerah Tingkat [ Bali yang telah ditetapkan dengan
Keputisan Gubernur Kepala Dacrah Proping Bali tangpal 16 Maret-1970 Nomor: 22§
Pemb.23/L.d; 70 jo tanpgal 1 April 1970 Nomor: 22 a/Pemb.32/L.d/70 dan Peratur-
an Daerah sebagai tersebut di atas periu ditinjau kembali dan ditetapkan kembali
dengan Peraturan Daerah denpan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam
Megeri Momor @ 363 Tahun 1977 dan keadaan, kepentingan serta kebutuhan Daerah.

. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d pasal 7 : Cukup jelas,
Pasal 8 dan pasal 9 : Pada masa sekarang ini pembentukan Cabang Dinas dan

UPT. belum dipandang perlu.
Apabila di kemudian diperlukan akan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10 s/d pasal 32 : Cukup jelas,
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